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MATRIKS VARIABEL DAN INDIKATOR ANALISIS DAN EVALUASI  HUKUM 
 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabuten Pekalongan Nomor 2 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa 

 
A. Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan 

No. Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Kewenangan Arah/tujuan pembentukan 
tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan 

diatasnya 

Pasal 1 Ketentuan Umum angka 
18 berbunyi “Badan Usaha Milik 

Desa, yang selanjutnya disebut 

BUM Desa, adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa 

pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa” 

Diubah 
Sesuaikan dengan Perda 

Kab. Pekalongan No. 9 

Tahun 2024 tentang 
Badan Usaha Milik Desa 

2. Penjabaran lebih lanjut 

dari Peraturan Perundang-

undangan yang lebih 
tinggi 

Materi dalam rangka mengatur 

lebih lanjut peraturan diatasnya 

Ketentuan Menimbang: 

bahwa guna menindaklanjuti 

ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 
8 ayat (6), Pasal 15 ayat (7), Pasal 

26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), 

Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (4) 
dan Pasal 31 ayat (2) serta Pasal 

33 ayat (3) Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Desa 

Diubah 

Bahwa guna 

menindaklanjuti 
ketentuan dalam Perda 

Kab. Pekalongan No. 9 

Tahun 2024 tentang 
Badan Usaha Milik Desa 

  

 

 
 

 

 



B. Variabel dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan 

No. Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Kewenangan, Hak, Kewajiban, 

Perlindungan, Penegakan 
Hukum, Definisi atau konsep 

Adanya pengaturan 

mengenai suatu varibel 
yang tidak 

konsisten/saling 

bertentangan antar 
pasal 

Pasal 1 Ketentuan Umum angka 18 

berbunyi “Badan Usaha Milik Desa, 
yang selanjutnya disebut BUM Desa, 

adalah badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh Desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan 

Desa yang dipisahkan guna mengelola 
aset, jasa pelayanan, dan usaha 

lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa” 
 

Diubah 

Sesuaikan dengan 
definisi BUMDesa Perda 

Kab. Pekalongan No. 9 

Tahun 2024 tentang 
Badan Usaha Milik Desa 

   Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 
15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 28 

terkait susunan kepengurusan 

organisasi pengelola BUM Desa terdiri 
dari: a. Penasihat; b. Direksi; dan c. 

Dewan Pengawas beserta tugas-

tugasnya 

Diubah 
Sesuaikan dengan Perda 

Kab. Pekalongan No. 9 

Tahun 2024 tentang 
Badan Usaha Milik Desa. 

 

 
 

C. Variabel dan Indikator Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan 

No. Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Operasional atau tidaknya 

peraturan 

Peraturan 

pelaksananya 

Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 

15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 28 
terkait susunan kepengurusan 

organisasi pengelola BUM Desa terdiri 

dari: a. Penasihat; b. Direksi; dan c. 
Dewan Pengawas beserta tugas-

tugasnyaa 

Tidak efektif karena 

sudah tidak sesuai 
dengan Perda Kab. 

Pekalongan No. 9 Tahun 

2024 tentang Badan 
Usaha Milik Desa 

 



2. Relevansi dengan situasi saat 
ini 

Pengaturan dalam 
peraturan masih 

relevan untuk 

diberlakukan  

Terdapat kegiatan dana bergulir 
rnasyarakat eks Program Nasional 

Pernberdayaan Masyarakat Mandiri 

dan entitas ekonomi di Kab. 
pekalongan yang membutuhkan 

payung hukum yang jelas. 

Sudah tidak relevan 
Karena tidak dapat 

menjadi Payung Hukum 

terhadap eks Program 
Nasional Pernberdayaan 

Masyarakat Mandiri dan 

entitas ekonomi di Kab. 
pekalongan 

 

 




